
PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayan-

an Minimum Angkutan Orang dengan Kereta

Api,Ó katanya.

Krisbiyantoro mengatakan, bagi pelanggan

KA Argo Semeru dan Argo Wilis yang ba-

rangnya tertinggal atau hilang saat kejadian

kereta anjlok, dapat mengambil barangnya

secara langsung di Stasiun Wates dan Sta-

siun Gambir. Ada 26 nama pemilik barang de-

ngan rincian 11 orang telah konfirmasi dan

barangnya dikirim ke Stasiun Gambir kemarin

siang pukul 13.00 WIB, satu orang barang

dikirim ke Stasiun Yogyakarta, dan ada satu

orang yang barangnya dikirim ke Purwokerto

dengan KA Bogowonto. Selanjutnya, masih

ada tujuh orang lagi yang barangnya belum

terkonfirmasi yaitu masih di Stasiun Wates

dan sisanya barang sudah diambil pemilik-

nya. ÓPengambilan barang dapat dilakukan

dengan menunjukkan identitas dan tiket  baik

fisik maupun digital di stasiun,Ó katanya.

Krisbiyantoro menjelaskan, dalam hal ke-

terlambatan keberangkatan KA antarkota le-

bih dari satu jam, penumpang dapat membat-

alkan tiket dan mendapatkan pengembalian

seluruh biaya tiket. (Ant/San)-f

BANTUL (KR) - Melaksa-

nakan sila-sila Pancasila di

tingkat kalurahan terbukti

mampu mengangkat pres-

tasi dan kesejahteraan war-

ga. Seperti dilakukan Pe-

merintah Kalurahan Srimul-

yo, Kapanewon Piyungan,

Kabupaten Bantul. Lurah

Srimulyo Drs Wajiran mam-

pu mengangkat prestasi

Kalurahan Srimulyo di tingkat

nasional dengan menga-

malkan Pancasila.

ÓDari tingkat kalurahan

hingga nasional, Pancasila

terbukti mampu menyatukan

bangsa Indonesia yang terdiri

ribuan suku dan pulau, 700-

an bahasa, beragam agama,

hingga NKRI eksis di usia 78

tahun,Ó tegas Anggota DPR/

MPR RI Drs HM Idham Sa-

mawi dalam Sosialisasi Ak-

bar Penguatan Nilai-nilai Ke-

bangsaan, Kamis  (19/10) di

Pendapa Ibu Kota Srimulyo

(IKS) Piyungan, Bantul.

Idham menyebutkan, pe-

ngamalan nilai-nilai Panca-

sila di Kalurahan Srimulyo

terlihat dari kehidupan ber-

agama yang bagus, pemba-

ngunan pendapa dan masjid

di lokasi baru IKS, disusul

kantor kalurahan yang men-

dapat dukungan dari seluruh

warga termasuk donasi dan

kerja sama dari luar, seperti

dengan Universitas Janaba-

dra (UJB) dan meraih

banyak prestasi

ÓPrestasi terakhir menjadi

wakil DIY sebagai Kalurahan

dengan Keterbukaan Infor-

masi Publik,Ó ucap Idham

yang pada kesempatan itu

juga menandatangani pra-

sasti peresmian Pendapa

IKS bersama Rektor UJB Dr

Risdiyanto ST MT.        (Vin)-f
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kekuasaan dengan memajukan keluar-

ganya dalam kontestasi politik.

Sehingga dalam keluarga mempunyai

dua atau lebih anggota keluarga yang

menduduki jabatan politik. Kesamaan

profesi di antara anggota keluarga me-

mang sesuatu hal yang wajar karena

proses sosialisasi maupun legasi nilai-

nilai dan ketrampilan politiknya. Namun

ada dua hal yang perlu dicermati dalam

melihat praktik politik dinasti yaitu

apakah yang bersangkutan mempunyai

kapasitas dan apakah sesuai dengan

prosedur. Apabila memenuhi dua kriteria

tersebut, maka bukan termasuk politik

dinasti meski berasal dari keluarga poli-

tik. Biasanya, mereka juga berkarir dari

bawah dan bukan politisi karbitan yang

muncul secara tiba-tiba tanpa pe-

ngalaman politik sebelumnya. 

Meskipun demikian, posisi politik

yang berbeda yang berasal dari satu

keluarga sangat rawan terjadi konflik ke-

pentingan. Adanya konflik kepentingan

inilah yang seringkali membuat politik di-

nasti menjadi sumber korupsi dan

penyalahgunaan kekuasaan. 

Mencermati keputusan MK, maka ti-

dak mengherankan kalau kemudian di-

anggap sebagai upaya untuk memper-

besar dinasti politik Jokowi. Dalam legal

standingnya, pengusul jelas menyebut

sebagai pengagum Gibran dan langkah

yudisial review supaya Gibran mempu-

nyai peluang dalam kontestasi pilpres.

Ketua MK sebagai paman Gibran yang

semestinya declare tidak turut serta

dalam pengambilan keputusan karena

konflik kepentingan, justru menjadi pe-

nentu dan jalan bagi Gibran dalam kon-

testasi Pilpres. Apalagi sebelumnya je-

las ada lamaran ke Gibran untuk menja-

di cawapres, namun terkendala syarat

usia. Tidak mengherankan kalau kemu-

dian MK diplesetkan menjadi Mahka-

mah Keluarga. 

Tuduhan Jokowi membangun dinasti

politik mulai muncul setelah merestui

Bobby dan Gibran menjadi Walikota

Medan dan Solo. Sekali lagi, meski

tuduhan membangun politik dinasti se-

lalu ditepis,  namun tidak bisa menutup

mata publik. Upaya untuk membangun

politik dinasti ini tidak akan berhasil tan-

pa dukungan dari partai politik. 

Keputusan MK memperkuat tudingan

kepada Jokowi dalam membangun di-

nasti politiknya. Bukan saja permasalah-

an etis dalam praktik politik dinasti, na-

mun  juga putusan MK memberi pelu-

ang bagi politisi karbitan.  Keputusan

mengenai persyaratan usia calon

Presiden/ Wakil Presiden adalah Ôber-

usia paling rendah 40 (empat puluh)

tahun  atau pernah/sedang menduduki

jabatan yang dipilih melalui pemilihan

umum termasuk pemilihan kepala da-

erahÕ. Dari keputusan tersebut, seseo-

rang bisa melompat karir politiknya dari

anggota DPRD atau Bupati/Walikota

menjadi calon presiden/wakil presiden.

Persyaratan menjadi calon presiden/

wakil presiden bukan semata umur, na-

mun juga kompetensi. Antara umur dan

kompetensi ini biasanya sejalan, dalam

arti bahwa bagi politisi karir, semakin

banyak umurnya, semakin banyak pe-

ngalaman politiknya, akan semakin me-

ningkat kompetensinya dan kematan-

gannya dalam berpolitik. 

Dengan adanya Putusan MK terse-

but, memberi peluang bagi politisi karbi-

tan dan memperkuat politik dinasti.

Politisi ÔanyaranÕ yang belum banyak

makan asam garam bisa menjadi

pemimpin negeri ini karena popularitas

dan nama besar keluarga dan dukung-

an partai politik. Sejauh ini, partai politik

juga terjebak dalam rekrutmen politik

dan memproduksi politisi karbitan.

Contoh paling nyata adalah munculnya

Kaesang sebagai ketua partai. Upaya

untuk meraih dan mempertahankan

kekuasaan, putusan MK dan rendahnya

pelembagaan partai politik saling berke-

lindan dalam mendukung politik dinasti. 

(Penulis adalah Dosen Program

Doktor Ilmu Pemerintahan UMY,

menulis disertasi soal politik dinasti)-f
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diri sebagai peserta Pilpres 2024.

ÓJustru bagus. Situasi saat ini pun su-

dah memberikan angin segar ke Pak

Prabowo. Anda bayangkan, ada dua

pasangan capres daftar hari ini (ke-

marin), yang ditanyakan rakyat, ÓEh,

kapan Pak Prabowo mendaftar?

Pasangannya siapa? Curious (pe-

nasaran), kepo dan bersemangat

sekali lho menanti calonnya Pak

Prabowo ini,Ó ujarnya.

Pihaknya juga tak tergesa-gesa

mengumumkan bakal cawapres dan

mendaftarkan diri sebagai kontestan

pilpres, karena memiliki banyak kandi-

dat bacawapres melimpah untuk di-

sandingkan dengan Prabowo. Selain

itu, KPU telah mengalokasikan waktu

pendaftaran dari 19 hingga 25 Oktober

2023. 

ÓKami ingin memaksimalkan benar

keleluasaan waktu ini untuk melakukan

analisa dan pendalaman yang sangat

serius. Jadi wapres begitu keluar be-

nar-benar ada efek surprise, ÔOh ini

tokoh yang akan membantu elektabili-

tasnya Pak PrabowoÕ,Ó ujarnya. (Ant)-f

setelah tahapan verifikasi. ÓKetentuan

penerimaan pendaftaran bakal paslon

capres-cawapres adalah lengkap atau ti-

dak lengkap,Ó jelas Idham.

Setelah dinyatakan lengkap, dilan-

jutkan tahapan pemeriksaan kesehatan

dan verifikasi administrasi.

Pada pendaftaran kemarin, Anies

Baswedan-Muhaimin Iskandar menda-

pat kesempatan pertama. Sebelum me-

nuju KPU pasangan ini berkumpul di

Kantor DPP NasDem bersama koalis

parpolnya yakni NasDem, PKS dan PKB

serta para relawan dan pendukung pas-

lon tersebut. Setelah itu, mereka berge-

rak beriringan diantar ribuan massa dan

tiba di Kantor KPU sekitar pukul 09.30

WIB. 

KPU menjadwalkan pasangan Amin

mendaftar pada pukul 08.00 WIB, tetapi

lautan manusia yang memadati Jalan

Imam Bonjol menyulitkan Anies-Mu-

haimin beserta rombongan petinggi par-

tai Koalisi Perubahan masuk ke Kantor

KPU RI.

Rombongan Anies-Muhaimin baru

masuk ke dalam Kantor KPU RI sekitar

pukul 09.45 WIB.

Kemudian, Anies-Muhaimin secara

simbolis menyerahkan berkas persya-

ratan pendaftaran kepada Ketua KPU

Hasyim AsyÕari di ruangan utama Kantor

KPU RI. Dari dalam ruangan itu terden-

gar teriakan ÓAminÓ yang cukup keras

hingga terdengar dari luar ruangan.

Anies-Muhaimin memasuki ruang

pendaftaran dengan didampingi Ketua

Umum Partai NasDem Surya Paloh,

Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu dan

Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin

Wahid. Anies-Muhaimin menjadi bakal

pasangan capres dan cawapres yang

pertama kali mendaftar sebagai calon

peserta Pilpres 2024, Kamis.

Ganjar-Mahfud

Sebelum menuju KPU, capres Ganjar

Pranowo mengawali datang di Tugu

Proklamasi Jakarta sekitar pukul 10.15

WIB untuk menyapa para pendukung

dan menyampaikan orasi. Ganjar disam-

but tabuhan gendang yang dimainkan

belasan pelaku budaya serta sapaan an-

tusias para relawan yang sudah me-

nunggu sejak pagi.

Para pendukung yang memakai kaus

bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud

MD mengibarkan bendera Merah Putih

seraya meneriakkan ÔGanjar presiden!Õ.

Sebelumnya, cawapres Mahfud MD

telah tiba terlebih dahulu di Tugu Pro-

klamasi. Pasangan yang diusung koalisi

PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pem-

bangunan (PPP), Partai Hanura dan

Partai Perindo ini, mendaftar ke KPU pa-

da pukul 11.00 WIB.

Pasangan Ganjar-Mahfud yang diikuti

para pendukungnya memadati jalan me-

nuju Gedung KPU. Keduanya,  menggu-

nakan mobil dinas RI-1 yang digunakan

Presiden pertama RI Soekarno.

Eks mobil dinas RI-1 berjenis Cadillac

Fleetwood 75 Limousine berwarna hitam

itu sudah terparkir di Tugu Proklamasi,

yang menjadi lokasi awal iring-iringan

prosesi Ganjar-Mahfud ke Kantor KPU

di kawasan Menteng Jakarta Pusat.

Ganjar-Mahfud sampai di KPU pukul

11.00 WIB.

Prosesi pendaftaran pasangan

Ganjar-Mahfud yang didampingi Ketum

PDIP Megawati, Plt Ketum PPP Mar-

diono, Ketum Hanura Oesman Sapta

Odang dan Ketum Perindo Hary Tanoe.

Selain itu, juga ada sederet petinggi par-

pol pendukun lainnya, seperti Puan Ma-

harani, Tuang Guru Bajang, Hasto Kris-

tiyanto dan lain-lain. (Ant/Obi)-d
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ANGGOTA DPR/MPR RI DRS HM IDHAM SAMAWI

Membangun dengan Laksanakan Sila-sila Pancasila
HAKIM TOLAK KEMBALIKAN ASET DAN BUKA REKENING

Lukas Enembe Divonis 8 Tahun Penjara
JAKARTA (KR) - Majelis hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat men-

jatuhkan vonis terhadap mantan Gu-

bernur Papua Lukas Enembe dengan

hukuman delapan tahun penjara. Majelis

hakim juga menghukum denda Rp 500

juta subsider empat bulan pidana kurun-

gan pengganti. 

ÓMenjatuhkan pidana kepada terdak-

wa Lukas Enembe oleh karena itu de-

ngan pidana penjara selama delapan

tahun dan denda Rp 500 juta dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar, diganti dengan pidana kurun-

gan selama empat bulan,Ó kata Hakim

Ketua Rianto Adam Pontoh saat mem-

bacakan amar putusan di Pengadilan

Tipikor Jakarta, Kamis (19/10).

Dalam putusan, Lukas Enembe juga

dihukum untuk membayar uang peng-

ganti sejumlah Rp 19.690.793.900 pa-

ling lama dalam waktu satu bulan sesu-

dah putusan berkekuatan hukum tetap

atau inkrah. Jika tidak membayar, harta

bendanya disita dan dilelang oleh jaksa

untuk menutupi uang pengganti terse-

but. ÓDengan ketentuan apabila terpi-

dana tidak mempunyai harta benda

yang mencukupi, maka dipidana dengan

pidana penjara selama dua tahun,Ó

ungkap Rianto.

Putusan majelis hakim juga memvonis

terdakwa dengan pidana tambahan

berupa pencabutan hak untuk dipilih

dalam jabatan publik selama lima tahun

sejak dia selesai menjalani pidana po-

koknya. ÓMenyatakan terdakwa Lukas

Enembe tersebut di atas telah terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut

hukum bersalah melakukan tindak pida-

na korupsi secara bersama-sama dan

gratifikasi, sebagaimana dalam dak-

waan kesatu pertama dan dakwaan ke-

dua penuntut umum,Ó jelas Rianto.

Majelis hakim juga menolak permo-

honan Lukas Enembe terkait pem-

bukaan rekening serta pengembalian

aset miliknya. Mengingat rekening dan

aset tersebut masih diperlukan dalam

perkara lain, yakni terkait tindak pidana

pencucian uang (TPPU) yang tengah

diusut oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). (Ful)-f

KR-Juvintarto

Anggota DPR/MPR RI Drs HM Idham Samawi menan-

datangani prasasti peresmian Pendapa IKS Piyungan.

penggantinya. Atau jika tidak mencukupi,

dipidana penjara 5 tahun,Ó tegas Ketua

Majelis Hakim M Djauhar Setyadi SH MH di

Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Kamis

(19/10).

Majelis hakim menyatakan, terdakwa Ro-

binson terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana korupsi secara ber-

sama-sama, sebagaimana dakwaan primer

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor

31/1999 sebagaimana diubah dengan UU

Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas UU

Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHPidana.  

Atas putusan itu, Robinson yang terlihat

tenang selama persidangan menyatakan

pikir-pikir setelah berkonsultasi dengan pe-

nasihat hukumnya Imam Munandar SH MH

dari Litigant & Co dalam waktu 7 hari. (Vin)-f

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol

Ade Safri Simanjuntak di Gedung Promoter

Polda Metro Jaya.

Ade Safri menjelaskan, materi surat lainnya

yaitu mengenai pemberitahuan penanganan

perkara yang terkait dengan pegawai KPK un-

tuk kepentingan penyidikan. ÓKemudian me-

minta Dewas KPK untuk mendorong pimpinan

KPK RI menugaskan deputi koordinator koor-

dinasi supervisi untuk melaksanakan supervisi

penanganan perkara untuk bisa segera dilak-

sanakan,Ó katanya. 

Sementara itu, Indonesia Police Watch

(IPW) meminta KPK segera menyetujui per-

mintaan supervisi yang dilayangkan Polda

Metro Jaya untuk menuntaskan kasus dugaan

pemerasan pimpinan KPK terhadap SYL.

ÓIPW mendorong KPK untuk terlibat dalam su-

pervisi sebagaimana diminta Polda Metro

Jaya,Ó kata Ketua IPW Sugeng Teguh

Santoso, Kamis (19/10).

Sugeng menilai dengan supervisi bisa men-

jelaskan bagaimana kronologi awal kasus

tersebut. ÓKarena melalui supervisi KPK maka

KPK dapat meminta kronologis penanganan

perkara,,Ó ucapnya. (Ant/Has)-f


